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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis progresivitas dari Program
Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama swasta di Kota
Semarang. Program Bantuan Operasional Sekolah merupakan bentuk kompensasi
pemerintah atas pengurangan dana subsidi untuk Bahan Bakar Minyak agar dapat
meningkatkan demandmasyarakat miskin terhadap layanan pendidikan. Program
Bantuan Operasiona Sekolah juga menjadi pilar utama daam pemerataan
pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, sekolah
yang menjadi sampel adalah SMP Kesatrian 1, SMP Kesatrian 2, SMP PGRI 1,
dan SMP Empu Tantular. Berbeda dengan sekolah negeri, pada sekolah swasta
masih terdapat penarikan biaya untuk setiap bulannya sehingga diasumsikan
bahwa siswa yang bersekolah di sekolah swasta adalah siswa yang berasal dari
keluarga mampu.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis Benefit Incidence Analysis
(BIA). Model ini menunjukkan distribusi dari pengeluaran publik yang dilakukan
oleh pemerintah ke dalam grup-grup masyarakat yang berbeda berdasarkan
pendapatannya, sehingga diharapkan dapat menjelaskan progresivitas pada
kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan kepada sekolah
swasta. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode survey melalui
kuesioner yang dibagikan kepada orang tua murid di sekolah yang menjadi
sampel. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan pihak sekolah untuk
mengetahui lebih jauh penggunaan dana Program Bantuan Operasional Sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Opersiona
Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama swasta di Kota Semarang adalah
kebijakan yang progresif, meskipun hanya memberikan manfaat kurang dari 20%
kepada masyarakat miskin. Program tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan
yang progresif karena proporsi penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah
pada masyarakat kaya tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada
masyarakat miskin.

KataKunci : pengeluaran  pemerintah, Bantuan Operasional  Sekolah,
progresivitas, Benefit Incidence Analysis



ABSTRACT

This study aims to analyze the progression of ttleod Operational
Assistance Program for private junior high schoafs Semarang. School
Operational Assistance Program is a form of compgas for the reduction of
the fuel oil subsidy from the government to raibe fpoor's demand for
educational service. School Operational AssistaRcegram is also a key to
distribute the basic education evenly. Kesatrigariior high school, Kesatrian 2
junior high school, PGRI 1 junior high school, aignpu Tantular junior high
school are the sample in this study. Unlike thelipudrhool, the private school
still give the mothly charge to the students, 96 @ssumed that the students who
attend the private school are from rich households.

Benefit Incidence Analysis (BIA) is a tool thabwk the distribution of
government subsidies among different income grauplse population, which is
expected to explain the progression of the Schopekr&ional Assistance
Program in private school. In this study, data am@lected by survey method
through the questionnaire that distributed to tl@mgle. In addition, interview
with the school parties are conducted to find owatrenabout the use of School
Operational Assistance Program funds.

The results showed that the School Operationaisfessce Program for
private junior high school in Semarang is a progige policy yet only benefit the
poor less than 20%. The program can be said asognessive policy due to the
portion of the fund receipt to the rich is lessrhthe portion to the poor.

Keywords :  Government spending, School Operatichsdistance Program,
progressivity, Benefit Incidence Analysis
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus
menerus terjadi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah
satu indikator prestas dari perkembangan perekonomian suatu negara (Sadono
Sukirno 2002, h.415). Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan
ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fiskal yang terjadi di suatu
negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan
infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan pertambahan produksi kegiatan-
kegiatan ekonomi yang sudah ada.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994, h.554) ada empat faktor yang
menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan perekonomian. Faktor-faktor
tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal,
dan tingkat teknologi. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam
pergerakan roda perekonomian karena merupakan moda dasar untuk dapat
mengolah faktor-faktor lainnya. Perbaikan mutu pendidikan adalah salah satu
langkah dalam pembentukan sumber daya manusia yang baik, selain itu kesehatan
jugadiperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bangsa yang terdidik dan sehat akan menjadi pekerja yang lebih produktif
dibandingkan dengan yang tidak, karena itu suatu negara perlu untuk

menginvestasikan dana ke program pendidikan dan program-program sosial



lainnya demi meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat
mempercepat pergerakan roda perekonomian. Pembentukan modal oleh negara
yang disebut juga social overhead capitg]SOC) sangat penting untuk dilakukan
karena jumlah dana yang digunakan untuk keperluan publik cukup besar dan tidak
mudah disediakan oleh individu ataupun swasta, selain itu pembentukan modal
untuk keperluan publik tidak secara langsung memberikan keuntungan secara
materi tetapi memberikan manfaat yang akan berdampak kepada kemajuan
perekonomian dan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Mankiw (2008), salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya
manusia adalah dengan cara memperbaiki kualitas modal manusia. Pendidikan
dan kesehatan merupakan tujuan mendasar dalam pembangunan di suatu daerah.
Kesehatan adalah inti dari kesgahteraan, dan pendidikan adalah hal utama untuk
mencapal kehidupan yang layak.

Professor Harbison dari Universitas Princenton (Todaro 1993, h.336) juga
mengutarakan hal yang sama, yaitu :

“Sumber daya manusia . . . . merupakan modal ddsar kekayaan suatu

bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyadddtof produksi yang

bersifat pasif; manusia adalah agen-agen yang aktifg mengumpulkan
modal, mengexploitasi-kan sumber-sumber alam, meguraorganisasi-
organisasi sosial, ekonomi dan politik, dan melaledaan pembangunan
nasional. Jelaslah, suatu negara yang tidak dapangembangkan

keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak dapenggunakan



mereka secara efektif dalam ekonomi nasional makakuselanjutnya

tidak akan dapat mengembangkan apapun.”

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki
peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Tanpa didukung
oleh keahlian dan pengetahuan yang cukup, maka suatu negara tidak akan bisa
berkembang dan bersaing dengan perkembangan zaman. Penguasaan ilmu
pengetahuan dan keahlian-keahlian yang memada juga diharapkan dapat
menambah produktifitas sumber daya manusia yang ada. Bagi negara yang sedang
berkembang, sektor pendidikan akan menjadi modal utama khususnya dalam
mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat bersaing dengan negara lain di
segala bidang. Bagi negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya aam
tersebut akan sulit untuk dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa didukung oleh
kualitas dari sumber daya manusia negara tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional,
disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk warga negara yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah juga
mengacu pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang Ayat-ayat tersebut masing-
masing berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.



2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, untuk memenuhi hak warga negara tersebut, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu khususnya pendidikan dasar
9 tahun kepada setiap warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

Untuk melaksanakan  kebijakan-kebijakan dibidang pendidikan,
dibutuhkan aokasi dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dalam
amandemen pasal 31 ayat 4 dan putusan Mahkamah Konstituss Nomor 13/PUU-
VI | 2008, disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah aokasi
anggaran pada fungs pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian
negara/lembaga dan aokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah,
termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan,
untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah.

Peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut bertujuan
untuk mewujudkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga



mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sesuai
dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungs untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Republik Indonesia, pengeluaran atas pendidikan Indonesia selalu
mengalami  peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2010. Pengeluaran

pemerintah Indonesia atas pendidikan secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel

1.1.
Tabel 1.1
Belanja Negara dan Pengeluaran Pemerintah atas Peilikan di Indonesia
Tahun Pengeluaran atas pendidikan % Belanja Negara

2005 Rp 25.987.390.636.000,00 6,5 Rp 397.800.000.000.000,00
2006 Rp 43.287.400.000.000,00 6,7 Rp 647.667.800.000.000,00
2007 Rp 54.067.100.000.000,00 7,1 Rp 763.570.800.000.000,00
2008 Rp 64.029.169.200.000,00 7,5 Rp 854.660.100.000.000,00
2009 Rp 89.918.100.000.000,00 8,7 Rp 1.037.100.000.000.000,00
2010 Rp 84.086.500.000.000,00 8,0 Rp1.051.100.000.000.000,00

Sumber : Nota Keuangan dan APBN RI

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor
pendidikan masih rendah apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan
pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan nasional dengan optimal.
Pada tahun 2005, proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap
belanja negara hanya sebesar 6,5%. Proporsi pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan untuk tahun 2006 sampai 2008 secara berurutan adalah sebesar 6,7%,



7,1%, dan 7,5%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang lebih besar dari tahun-
tahun sebelumnya hingga mencapai 1,2% yaitu menjadi sebesar 8,7%. Pada tahun
2010 mengalami penurunan dalam jumlah maupun proporsi pengeluaran
pemerintah atas pendidikan, yaitu Rp 84.086.500.000.000 atau sebesar 8,0% dari
total belanja negara.

Salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan suatu negara dapat
dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian pendidikan di
Indonesia dapat dikatakan masih belum maksima karena peringkat 1PM
Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga masih jauh

tertinggal. IPM Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2005-201
Tahun Indeks Pembangunan Manusia
2005 0,561
2006 0,568
2007 0,580
2008 0,588
2009 0,593
2010 0,600

Sumber : UNDP

Dari data padatabel 1.2 dapat dilihat bahwa IPM Indonesia meningkat tiap
tahunnya, tetapi kenaikan tersebut tidaklah signifikan bahkan dapat dikatakan
bahwa pertumbuhan IPM Indonesia relatif lamban. Menurut data Kementerian
Koordinator Bidang Kesgahteraan Rakyat, pada tahun 2010 Indonesia berada
pada peringkat 108 dengan nilai 0,600 dari 169 negara. Peringkat Indonesiamasih
jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura (peringkat 27 dengan nilai

0,846), Brunei (peringkat 37 dengan nilai 0,805), Malaysia (peringkat 57 dengan



nilai 0,744), Thailand (peringkat 92 dengan nilai 0,654), dan Filipina (peringkat
97 dengan nilai 0,638).

Salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia menjadi
terhambat adalah kemiskinan. Seperti yang disebutkan dalam data SUSENAS
BPS, penyebab terbesar siswa putus sekolah adalah karena alasan ekonomi yaitu
sebesar 75,7% baik karena tidak memiliki biaya (67%) maupun karena anak harus
bekerja (8,7%). Hal ini menjelaskan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu
menjangkau pendidikan apabila tidak dibantu oleh pemerintah, sedangkan
penduduk miskin di Indonesia cukup besar yaitu sebanyak 13,33% dari seluruh
penduduk Indonesia pada tahun 2010. Data kemiskinan Indonesia untuk tahun

2007 sampai 2010 secararinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesie Tahun 2007-201(juta jiwa)
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Dalam data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan
Nasional (Balitbang Depdiknas) 2008 menunjukkan bahwa 486,4 ribu siswa
SD/MI putus sekolah, sementara di jenjang SMP/MTs sebanyak 255,2 ribu siswa
putus sekolah dan 167,8 ribu siswa pada jenjang SMA/SMK/MA putus sekolah.
Pada tahun yang sama, 412,1 ribu siswa dari 3,018 juta siswa yang lulus
SMP/MTstidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Dalam data BPS juga disebutkan bahwa masih terdapat masyarakat yang
tidak dapat menjagkau pendidikan pada tingkat dasar, yaitu tingkatan SD dan
SMP. Data-data tersebut ditunjukkan dalam Angka Partisipasi Murni (APM) yang
dapat dilihat dalam tabel 1.3 untuk SD/MI/Paket A dan tabel 1.4 untuk tingkat

SMP/ Mty Paket B.

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI/Paket A di Pu lau Jawa
Provinsi 2007 2008 2009 2010
DKI Jakarta 93.27 93.81 94,07 94,59
Jawa Barat 94.17 94.19 94,56 95,02
Banten 93.03 93.39 94,07 94,73
Jawa Tengah 94.78 95.14 95,63 95,93
Dista Y ogyakarta 93.53 94.32 94,38 94,76
Jawa Timur 94.50 94.57 95,27 95,63
Indonesia 93.78 93.99 94,37 94,76
Sumber : BPS
Tabel 1.4
Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/ Mts/ Paket B di Pulau Jawa

Provinsi 2007 2008 2009 2010
DKI Jakarta 71,36 71,50 72,02 71,96
Jawa Barat 67,27 68,20 67,91 68,43
Banten 58, 96 59,50 59,69 60,32
Jawa Tengah 69,19 69,68 69,67 69,92
Dista'Y ogyakarta 74,94 75,31 75,34 75,55
Jawa Timur 69,21 69,55 69,90 70,17
Indonesia 66,90 67,39 67,43 67,73

Sumber : BPS



Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa
kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang
tertentu. Angka ini dapat digunakan untuk melihat pemerataan dan perluasan
akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Pada tabel 1.3 dapat dilihat
bahwa pemerataan pendidikan nasional di Indonesia pada tingkat SD/MI/Paket A
selalu mengalami peningkatan setigp tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa
program pendidikan nasional oleh pemerintah berjalan dengan baik, meskipun
belum tuntas merata sampai 100%. Pada tabel 1.3 tersebut, Angka Partisipasi
Murni (APM) tertinggi dicapai oleh Provins Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah
Provinsi dengan rasio tertinggi untuk belanja bidang pendidikan terhadap total
belanja APBD pada tahun 2007. Belanja daerah di bidang pendidikan Provinsi
Jawa Tengah tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan APBN RI Tahun
Anggaran 2009 yaitu sebesar 33,7%.

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa APM untuk tingkat SMP/ Mts/ Paket B
di Indonesia masih rendah yaitu hanya 66,90% pada tahun 2007 dan 67,73% pada
tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pendidikan nasiona di
Indonesia masih rendah. Angka Partisipass Murni (APM) Provins Jawa Tengah
juga terbilang masih cukup rendah apa bila dibandingkan dengan provinsi-
provinsi di Pulau Jawa mengingat Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi dengan
rasio tertinggi untuk belanja daerah di bidang pendidikan pada tahun 2007. Angka
Partisipas Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah APM
Provinsi Dista Y ogyakarta, DK Jakarta, dan Jawa Timur untuk tahun 2007, 2009,

dan 2010. Pada tahun 2008, APM Provins Jawa Tengah telah berada di atas APM
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Provins Jawa Timur meskipun masih berada di bawah APM Provins Dista

Y ogyakarta dan DK Jakarta.

Selain dengan melihat Angka Partisipass Murni (APM), angka putus

sekolah juga dapat dijadikan sebagal indikator keberhasilan program pendidikan.

Angka putus sekolah dapat menggambarkan kinerja suatu program pendidikan

dalam mempertahankan jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pendidikan

wajib 9 tahun. Kota Semarang sebagai |bu Kota Provinsi Jawa Tengah juga masih

mencatat adanya sejumlah siswa yang putus sekolah yang dapat dilihat dalam

tabel 1.5.
Tabel 1.5
Jumlah Siswa Putus Sekolah Kota Semarang Tahun 2028910

Kecamatan SD/MI SMP/MTs
Mijen - 9
Gunungpati - 7
Banyumanik 1 17
Gajahmungkur - 14
Smg. Selatan 3 -
Candisari 3 -
Tembalang - -
Pedurungan 1 10
Genuk - 6
Gayamsari - 6
Smg. Timur - 10
Smg. Tengah - 2
Smg. Utara 1 -
Smg. Barat - 12
Tugu 4 -
Ngaliyan 2 -
Jumlah 15 93

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dalam data Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2009/2010, angka

putus sekolah di Kota Semarang terbilang cukup kecil. Tercatat sebanyak 15

siswa tingkat SD/M1 dan 93 siswa tingkat SMP/MTs putus sekolah untuk tahun
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gjaran 2009/2010. Angka putus sekolah tersebut menandakan sistem pemerataan
pendidikan nasional khususnya di Kota Semarang masih belum optimal.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 merupakan
salah satu penyebab menurunnya daya beli masyarakat miskin, termasuk pada
sektor pendidikan. Untuk memperkecil dampak kenaikan BBM tersebut, maka
pemerintah mereal okasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar,
yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi
langsung tunai (SLT). Beberapa contoh program di bidang pendidikan diantaranya
adalah program Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid
Miskin (BKMM) sebagai aplikasi terhadap keberpihakan pemerintah terhadap
masyarakat miskin. Kompensas ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk
dapat meningkatkan demandmasyarakat miskin terhadap layanan pendidikan.
Dengan kata lain, kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan yang berpihak pada
masyarakat miskin (pro poor policy.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belgjar 9 tahun. Dana BOS diberikan kepada sekolah
negeri maupun swasta dan diperuntukkan untuk seluruh siswa di sekolah tingkat
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bantuan Khusus
Murid Miskin (BKMM) adalah contoh lain dari program pemerintah pada sektor
pendidikan. Program BKMM hanya ditujukan untuk murid miskin pada tingkatan
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/K ota setempat.
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Program BOS merupakan pilar utama dalam rangka penuntasan program
wajib belgar 9 tahun, hal ini dikarenakan program bos mencakup pendidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang merupakan pendidikan dasar
wajib 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sesui dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2003.

Sesual yang tertera dalam Buku Panduan BOS, dana BOS disalurkan baik
untuk sekolah negeri maupun swasta. Secara umum, biaya operasional pada
sekolah negeri jauh lebih ringan dibandingkan pada sekolah swasta. Hal ini
disebabkan karena pada sekolah negeri, baik gaji guru, pegawa dan pengadaan
gedung sekolah ditanggung oleh pemerintah, sehingga biaya dapat ditekan sampai
nol. Pada sekolah swasta seluruh biaya tersebut tidak didukung oleh pemerintah
melainkan berasal dari sekolah itu sendiri. Biaya operasional pada sekolah swasta
akan lebih sulit ditekan dibandingkan dengan sekolah negeri meskipun terdapat
alokas dana bantuan dari program BOS. Hal tersebut menyebabkan perbedaan
yang besar dalam masalah keuangan pada sekolah swasta dan sekolah negeri,
sedangkan sekolah swasta juga harus bersaing dengan sekolah negeri khususnya
dalam hal kualitas pendidikan yang berkorelasi positif dengan biaya pendidikan
yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa subsidi pendidikan
dari pemerintah lebih tepat apabila diberikan kepada sekolah-sekolah negeri yang
diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah dengan kemampuan membayar
yang lebih rendah, sedangkan sekolah swasta diperuntukkan bagi masyarakat dari

kalangan menengah ke atas yang memiliki kemampuan membayar yang lebih
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tinggi. Dengan demikian, kualitas pendidikan dari tiap-tiap sekolah baik swasta
maupun negeri dapat terjaga dan subsidi pendidikan dari pemerintah dapat
didistribusikan kepada masyarakat miskin dengan lebih baik.

Pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah penerima BOS
mel akukan penyelewengan dana BOS dan masih menarik biaya untuk operasional
sekolah, seperti biaya pendaftaran atau sumbangan institusi dan biaya pembelian
buku walaupun sebagian dana BOS terdapat dana yang dialokasikan untuk biaya
pembelian buku-buku pelgjaran. Seperti yang dikutip oleh antaranews.com pada 9
Juli 2011, yaitu masih adanya sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang menjual buku kepada siswanya. Seharusnya, sebagian dari dana
Bantuan Operasional Sekolah itu dialokasikan untuk pengadaan buku-buku
pelgjaran yang kemudian akan diberikan atau dipinjamkan kepada siswa sebagai
penunjang proses belgar, sehingga tidak dibenarkan bagi pihak sekolah untuk
menjual buku-buku tersebut. Karena akan memberatkan bagi siswa dan akan
menghambat tujuan utamadari program Bantuan Operasional Sekolah.

Hal seperti ini akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
karena akan memberikan beban lebih pada orang tua siswa khususnya pada sektor
pendidikan sehingga keperluan-keperluan hidup lainnya dikhawatirkan tidak akan
tercukupi. Hal ini jelas akan menghambat tujuan program BOS dalam rangka
memeratakan pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS juga ditujukan untuk
meningkatkan kesgjahteraan masyarakat miskin dengan cara meringankan beban

pendidikan dan memberikan modal yang cukup dalam bentuk pendidikan agar di
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masa yang akan datang dapat meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih
baik.

Penyelewengan dana BOS dapat terjadi karena kurangnya transparansi
pihak sekolah terhadap publik. Pihak sekolah berkewajiban memberikan hak
kepada orang tua siswa untuk dapat mengakses Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBYS), seperti yang tertulis dalam Kompas.com (14 Juli
2011). RAPBS termasuk informasi publik yang dimaksudkan agar masyarakat
dapat ikut andil dalam pengawasan aliran dana BOS tersebut, tetapi masih banyak
sekolah yang tidak memberikan akses tersebut sehingga masyarakat tidak dapat
mengetahui aliran dana BOS tersebut. Pada Kompas.com 6 Desember 2010,
disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 telah
menemukan adanya penyel ewengan dana BOS di 2.054 sekolah dari 3.237 sampel
sekolah yang diperiksa dengan dengan nilai penyimpangan kurang lebih Rp 28,1
miliar. Dengan kata lain, terdapat enam dari sepuluh sekolah melakukan
penyimpangan dana BOS tahun 2007 dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp
13,6 juta.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, maka penelitian ini
mengangkat judul “ Benefit Incidence Analysis Terhadap Bantuan Operasional
Sekolah Untuk SMP Swasta di Kota Semarang “. Penelitian ini menggunakan
alat analisis Benefit Incidence Analysisntuk dapat melihat progresivitas dari
program BOS, khususya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang

berada di Kota Semarang. Benefit Incidence Analysisnelihat progresivitas
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program BOS dengan menganalisa cakupan dari program BOS tersebut terhadap
masyarakat miskin sebagai tujuan utamadari kebijakkan tersebut.
1.2 Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan secara tidak langsung
berhubungan dengan perekonomian. Ha ini dikarenakan pendidikan dapat
mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara dan
menjadikannya masyarakat yang lebih produktif dan juga dapat menjawab
tantangan perubahan zaman yang akan terus berkembang dengan pesat.

Program BOS adalah salah satu program utama yang dilakukan oleh
pemerintah yang ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar yaitu pada tingkat
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tujuan untuk
meemerataan pendidikan nasiona di seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tingkat
SD, Angka Partisipasi Murni (APM) Jawa Tengahtelah mencapai angka yang
cukup tinggi yaitu 95,93% pada tahun 2010, sedangkan APM pada tingkatan SMP
hanya sebesar 69,92% pada tahun yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pemerataan pendidikan nasional pada tingkatan SMP di Jawa Tengah masih
cukup rendah mengingat Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi dengan
bel anja daerah bidang pendidikan tertinggi di Indonesia.

Pada pelaksanaannya, masih banyak terdapat penyelewengan dana dalam
program BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kurangnya transparansi pihak
sekolah mengenai penggunaan dana BOS menjadi salah satu penyebab terjadinya
penyelewengan dana BOS tersebut. Hal tersebut akan mengganggu pencapaian

dari program BOS itu sendiri. Penyelewengan dana BOS tersebut juga dapat
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terjadi karena kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi
penggunaan dari dana BOS itu sendiri. Selain itu juga karena penggunaan dana
bos dilakukan sepenuhnya oleh pihak sekolah di mana laporan mengenai
penggunaan dana tersebut sulit untuk diakses oleh masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kaian yang lebih mendaam mengenal
program-program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah apakah program
tersebut termasuk dalam kebijakan yang progresif, dan dapat mencapai sasaran
yang ditujukan oleh pemerintah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama
swasta yang berada di Kota Semarang sebaga 1bu Kota Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa
pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola penerimaan dan penyaluran dana Bantuan Operasional

Sekolah pada sekolah swasta di Kota Semarang?

2. Bagaimana peran serta pemerintah, masyarakat, dan sekolah dalam proses

berjalannya program Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah swasta di

Kota Semarang?

3. Apakah program Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah swasta di

K ota Semarang merupakan suatu kebijakan yang progresif?

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Memetakan pola pembagian manfaat dari dana Bantuan Operasional
Sekolah pada sekolah swasta terhadap penerimanya di Kota

Semarang.
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Menganalisis peran serta pemerintah, masyarakat, dan sekolah dalam
menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah.

Menganalisis progresivitas dari program Bantuan Operasional Sekolah
pada sekolah swasta di Kota Semarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini,antaralain adalah :

Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah pusat untuk lebih memahami karakter sekolah-sekolah
swasta selaku penerima Bantuan Operasional Sekolah, sehingga
bantuan yang diberikan dapat mencapai sasaran dengan baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi
bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasi swa pada khususnya.
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi

peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian sgjenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari

Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Pendlitian, Hasil dan Anaisis, serta

Penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Bab |

Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian

ini.



Bab I

Bab 111

Bab 1V :

Bab V
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Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari
berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam
melakukan penelitian mengenai pembagian manfaat Program
Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama
Swasta di Kota Semarang. Pada bab ini juga terdapat penelitian
terdahulu sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, serta
kerangka pemikiran.

Metode Penelitian

Bab ini beriskan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan
dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel
penelitian, definisi operasional, penentuan sample penelitian, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis
menggunakan metode Benefit Incidence Analysis

Hasil dan Anadlisis

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, hasil kuesioner,
analisis data dan pembahasan yang menjelaskan estimasi serta
interpretasi hasil penelitian.

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan
keterbatasan dalam penelitian ini, serta saran-saran yang
direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berakaitan

dengan tema penelitian ini



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

21 Landasan Teori

Untuk mencapai hasil penelitian yang ilmiah, pdigliini mengacu pada
teori-teori yang relevan. Dasar teori yang digumak&bagai landasan dalam
penelitian ini antara lain teori pengeluaran pentah, teori barang publik, serta
teori pembagian manfadiehefit incidence).

Selain teori-teori tersebut, ada pula hasil-hasiielitian sejenis atau yang
memiliki tema hampir sama agar penelitian ini daplandingkan secara empiris.
Penelitian-penelitian tersebut juga digunakan sabagpuan dalam penelitian ini.
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah
2.1.1.1 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Secara mikroekonomi, teori mengenai pengeluaramepatah adalah
untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkagrnpintaan akan barang
publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersegiabarang publik. Jumlah
barang publik tersebut dipengaruhi oleh interakstam® permintaan dan
penawaran barang publik melalui anggaran belanjalah barang publik yang
akan disediakan tersebut akan menimbulkan permmintalean barang lain
khususnya disektor swasta. Menurut Guritno (1993,78), perkembangan
pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaslkemgan beberapa faktor
dibawabh ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.

19
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2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam mendtaasibarang publik,
dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksigydigunakan dalam
proses produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik.

4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

2.1.1.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Dalam teori makroekonomi, Dumairy (1996, h.157)nyesakan bahwa
identitas keseimbangan pendapatan nasional menupale@vansi campur tangan
pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau peaorupengeluaran
pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Bapgakmbangan yang
mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalangahe pengeluarannya.
Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhii datiap kebijaksanaan
pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungksaran yang akan menikmati
atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesajelparan dengan tujuan
semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasiate@ll memperluas
kesempatan kerja tidaklah cukup, tetapi harus Udipergkan siapa atau
masyarakat lapisan mana yang akan meningkat petadaya atau
kesejahteraannya. Pemerintah pun perlu menghiadar peningkatan perannya
dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan Ehaista.

Dari sisi makroekonomi, Guritno (1993, h.170-178)enyebutkan
beberapa teori mengenai pengeluaran pemerintah gidveghukakan oleh para

ahli ekonomi. Rostow dan Musgrave menghubungkakepabangan pengeluaran
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pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekorangidibedakan menjadi
beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap menengahaklap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, preserasrmtah terhadap
total investasi sangat besar karena pada tahggemerintah harus menyediakan
prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasana@amesportasi, dan lain
sebagainya. Pada tahap menengah, investasi peamhetgtap diperlukan guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggdhs, namun pada tahap
ini peranan investasi swasta sudah semakin membBssmgan membesarnya
investasi swasta maka peranan pemerintah sangatukdikan karena peranan
swasta yang semakin membesar dapat menyebabkagakagpasar. Hal ini juga
menyebabkan pemerintah harus menyediakan barangjadan publik dalam
jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebiitk.b8elain itu pada tahap ini
perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubulagtar sektor yang
semakin rumit.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow gatakan bahwa
pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah Ierdari penyediaan
prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktistasial seperti halnya
program kesejahteraan hari tua, program pelayaeaehatan masyarakat, dan
sebagainya.

Wagner mengemukakan suatu teori yang masih seg@agan Rostow
dan Musgrave yaitu mengenai perkembangan pengselupemerintah yang
semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Te¥sebut disebut juga

sebagai Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa dalatu perekonomian,
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apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secgatif pengeluaran

pemerintah pun akan meningkat. Dengan meningkgteygeluaran pemerintah
maka akan memacu timbulnya kegagalan pasar darereabtas. Wagner

menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomiam akenyebabkan

hubungan antara industri dengan industri, hubungatara industri dengan
masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumikdampleks. Mengenai hal

ini Wagner menerangkan bahwa peranan pemerintajachesemakin besar, yang
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengalbwngan yang timbul

dalam masyarakat, hukum, pendidikan, perekonomekmeasi, kebudayaan, dan
sebagainya.

Kelemahan Hukum Wagner adalah karena hukum tetrseioiak
didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihambdrarang publik. Wagner
mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yassputli teori organis
mengenai pemerintalorganic theory of the state) yang menganggap pemerintah
sebagai individu yang bebas bertindak, terlepasashggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

PyPP; _ PyPP. PyPP,
e o e, (2.1)
PPK; PPK, PPKn

Dimana :

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pemkiu
1, 2, ... n: Jangka waktu (tahun)
Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Hukuagn@f dapat

ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dimana kurva kenaprangeluaran pemerintah
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mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan kiekia 1 dan bukan seperti

yang ditunjukkan oleh kurva 2.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner
P PP Kurva 1
PPK
Kurva 2
0 1 2 3 4 5 waktu

Sumber : Guritno Mangkoesoebroto (1993, h.172)

Peacock dan Wiseman yang juga mengemukakan teemgenai
perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori meraedlasati pada suatu
pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusahak umemperbesar
pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka mempajak yang semakin
besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yeantpldn besar tersebut,
sehingga teori Peacock dan Wiseman adalah dasaredarpemungutan suara.
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka paata $eori bahwa
masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajgditu suatu tingkat di mana

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan paja gibutuhkan oleh
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pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemeringdhingga masyarakat
menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untebmayai aktivitas
pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tilkgisztdiaan untuk membayar
pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala lpsgnerintah untuk menaikkan
pemungutan pajak.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin
meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, daenimgkatnya penerimaan
pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakningkat. Dengan
demikian, dalam keadaan normal, meningkatnya GNRyat®mbkan penerimaan
pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga depgageluaran pemerintah
yang akan menjadi semakin besar.

Apabila terjadi gangguan pada keadaan normalletsenaka pemerintah
harus memperbesar pengeluarannya untuk biaya ajabgguan tersebut. Karena
itu, penerimaan pemerintah dari pajak haruslah ngait, dan pemerintah
meningkatkan penerimaannya tersebut dengan caraaikkan tarif pajak
sehingga dana swasta untuk investasi dan konswasitzerkurang. Keadaan ini
disebut juga efek pengalihadigplacement effect) yaitu adanya suatu gangguan
sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialint@ta aktivitas pemerintah.
Dan apabila gangguan sosial tersebut tidak cukapahdibiayai oleh pajak, maka
pemerintah juga harus memijam dari negara lain kumtembiyaan gangguan
tersebut. Setelah gangguan sosial tersebut setetmnarnya pemerintah dapat
menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat sebeadanya gangguan, akan

tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pertaridikarenakan pemerintah
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harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsurarg.u@leh karena itu,
pengeluaran pemerintah setelah gangguan meninglkdt hanya karena GNP
naik, tetapi juga karena pengembalian utang damgdnya. Hal ini disebut juga
efek inspeksiifispection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan
terjadinya konsentrasi sebagian kegiatan ekonomyg yarjadi dilaksanakan oleh
swasta ke tangan pemerintah. Ini adalah apa yamgndikan efek konsentrasi
(concentration effect).

Gambar 2.2
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran
Pemerintah/GDP

Wagner, Solow, Musgrave

Peacock dan Wiseman

Tahun

Sumber : Guritno Mangkoesoebroto (1993, h.175)
Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan elyeerag
pemerintah menurut Peacock dan Wiseman tidaklabebark suatu garis, tetapi

berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat @ad@ar 2.2.
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Hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wisemandapat
kritikan dari Bird. Bird menyatakan bahwa selamgatinya gangguan sosial
memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dagngeluaran sebelum
gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan ganggrsebut. Hal ini akan
menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dataseriasenya terhadap
GNP. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, mad&entase pengeluaran
pemerintah terhadap GNP secara perlahan-lahantakan kembali pada tingkat
sebelum terjadinya gangguan. Jadi menurut Birdk gbengalihan hanya
merupakan gejala dalam jangka pendek dan tidakdiestplam jangka panjang.
2.1.1.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1994, h.47-48), pengeluaran epetah dapat
dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakanjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah adalah investasi yang metmakdkuatan dan
ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.

2. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yangulaggnemberikan
kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.

3. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yangiakamg

4. Pengeluaran pemerintah adalah sarana penyedia patsamkerja lebih
banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, pengeluaran patad dapat dibedakan
menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran yangsef liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kendzi
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masyarakat yang menerima jasa atau barang yanganigrgan.

Contohnya, pengeluaran untuk jasa-jasa pemeritain, untuk proyek-
proyek produktif barang ekspor.

. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkanunkengan-

keuntungan ekonomis bagi masyarakat yaitu dengaknyaa tingkat

penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnyan akenaikkan
penerimaan pemerintah. Contohnya, pengeluaran umdang pertanian,
pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran yang ukitoj untuk

menciptakan lapangan kerja baru dan memicu peniagk&egiatan

perekonomian masyarakat.

. Pengeluaran yang tidakl!f liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu
pengeluaran yang langsung menambah kegembiraarkekjahteraan
masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, pardimonumen, objek-
objek pariwisata dan sebagainya. Hal ini juga dapeningkatkan

penghasilan yang bersangkutan dengan jasa-jasbuérs

. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif deerupakan
pemborosan, contohnya untuk pembiayaan pertahatan perang

meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghagidag menerimanya
akan naik.

. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masaakamgdatang.
Contohnya pengeluaran untuk anak-anak yatim phgtabila hal ini tidak

dilakukan sekarang maka kebutuhan-kebutuhan peanatih bagi mereka

di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.
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2.1.1.4 Pembayaran Transfer (Transfer Payments)

Samuelson dan Nordhaus (1994, h.388) menyebutkawabaalah satu
jenis pengeluaran pemerintah yang dapat secarassuaggberdampak pada
kesejahteraan masyarakat adatamsfer payments (pembayaran transfer), yaitu
pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepadwidu dan tidak perlu
memberikan imbalan balik terhadap pembayaran tetsdbengan kata lain,
pembayaran transfer pemerintah merupakan pengelupemerintah berupa
subsidi atau tunjangan sosial.

Musgrave (1993, h.133) menyatakan bahwa pada gavaprogram
pembayaran transfer bukanlah sebagai alat untukyeseaikan distribusi
pendapatan tetapi lebih merupakan sebagai alak unéinyediakan jaminan hari
tua dengan dengan dasar pembiayaan swadaya. Sejakis sistem ini telah
bergerak jauh dari prinsip awal dan sekarang labirupakan cara untuk
pendistribusian kembali. Selain itu, terdapat pplagram transfer seperti
pembayaran kesejahteraan yang ditujukan langsurigk umenyeimbangkan
besarnya distribusi pendapatan.

Apabila tingkat pendapatan per kapita meningkebukuhan untuk, dan
ruang lingkup tindakan pendistribusian kembali dappengaruhi dari dua arah.
Di satu pihak, kebutuhan untuk pendistribusian kalimfdengan pandangan yang
sudah tertentu dari masyarakat mengenai pemeratagggntung dari keadaan
distribusi yang berlaku sebelum penyesuaian. Ji@mipangan menurun oleh
peningkatan pendapatan per kapita, maka tindakadigigbusian kembali yang

kurang intensiflah yang dibutuhkan. Pada kenyatganperubahan ini hanya



29

terjadi dengan tingkat yang kecil saja. Selamaaberi-tahun ukuran distribusi
pendapatan secara mengherankan tetap stabil, dergarya sedikit
kecenderungan ke arah pemerataan pendapatan.

Di pihak lain, program transfer bergantung padaabaana tujuan
kebijakan pendistribusian kembali itu didefinisikalika tujuannya adalah untuk
menyesuaikan pendapatan keluarga sehingga tercapdii distribusi relatif
tertentu dari pendapatan, maka peningkatan tingkatdapatan rata-rata tidak
mengubah kebutuhan untuk pendistribusian kembaaddannya berbeda bila
tujuannya adalah untuk mencapai tingkat minimumdppatan, misalnya biaya
pemenuhan kebutuhan gizi minimum. Dalam kasus kabutuhan untuk
pendistribusian kembali akan menurun jika pendapeatta-rata meningkat.
2.1.1.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Ekononiutiia Ketiga”
Todaro (1993, h.336-337) menyebutkan bahwa suméga chanusia dari suatu
bangsa akan menentukan karakter dan kecepatarpeabangunan sosial dan
ekonomi bangsa itu, dan bukan modal fisik ataupumb®r daya material.
Mekanisme kelembagaan yang pokok dalam mengembangkahlian dan
pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan fofBzelyak negara-negara
Dunia Ketiga telah digiring dan mempercayai bahwaluyasan kesempatan
memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitaifupakan kunci utama
menuju pembangunan nasional, semakin bertambahidieard semakin cepat

pembangunan.
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Todaro (1993, h.339) juga menyebutkan bahwa di dlangpegara
berkembang, pendidikan formal adalah “industri” d@msumen terbesar dalam
menggunakan anggaran pemerintah. Bangsa-bangsa yaisfgin telah
menginvestasikan sejumlah uang yang sangat be$am da@idang pendidikan.
Alasannya bermacam-macam. Petani yang “melek hug#ihg sekurang-
kurangnya mengenyam pendidikan dasar dianggaplakdnproduktif dan lebih
tanggap dalam menerima teknologi pertanian barandiingkan dengan petani-
petani yang buta huruf. Tenaga-tenaga ahli dan nilekgang dilatih secara
khusus dan dapat membaca dan menulis dianggapnelihh menyesuaikan diri
dengan produk-produk dan material-material barugyenus berubah. Tamatan
sekolah menengah pertama dengan sedikit pengetatduabidang hitung
menghitung dan keahlian administrasi dan teknisatganisasi-organisasi swasta
dan pemerintah dan juga diperlukan untuk menggamtikrang-orang asing.
Tamatan universitas dengan latihan yang lebih ndgperlukan untuk mengisi
kebutuhan terhadap keahlian managerial yang posfakidalam organisasi-
organisasi modern milik swasta dan pemerintah.

Selain kebutuhan terhadap “perencanaan tenagaa”kegrsebut,
masyarakat sendiri, baik kaya maupun miskin, tefgtakukan tekanan-tekanan
politis yang sangat hebat bagi penyediaan dan gsatusekolah di negara-negara
berkembang. Para orang tua semakin menyadari balagn zaman dimana
tenaga kerja ahli sangat langka, semakin tinggdigiéan dan semakin banyak
sertifikat yang dimiliki anak-anak mereka, sema@ik pula kesempatan mereka

untuk mendapatkan pekerjaan yang berpendapatami tidgn hidup yang
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terjamin. Bagi golongan miskin, pendidikan dianggabagai jalan satu-satunya
untuk mengangkat anak-anak mereka dari kemisikinan.
2.1.2 Intervens dan Fungsi Ekonomi Pemerintah

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, péamhernelakukan
banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegik¢gmatannya. Pengeluaran-
pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalanbda pemerintahan sehari-
hari, akan tetapi juga untuk membiayai kegiatarek@momian. Pengeluaran-
pengeluaran tersebut dilakukan karena pemerintabhshmenggerakkan dan
merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerirdals merintis dan
menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atdangan swasta tidak
tertarik untuk menjalankannya. Dengan kata laimerntah menangani sendiri
berbagai kegiatan ekonomi tertentu yang menurutiggannya sebaiknya tidak
dijalankan oleh pihak swasta. Adapun kegiatan ekonlainnya yang tetap
dipercayakan kepada pihak swasta namun pemeringamberikan subsidi untuk
kegiatan tersebut. Oleh karena itu pemerintah mé&kak berbagai pengeluaran,
bahkan dalam jumlah besar.

Di negara manapun, selalu ada campur tangan rtienwvensi pemerintah
dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah yang hdeyéungsi membuat
undang-undang dan peraturan. Keterlibatan pembradiam perekonomian jelas
beralasan dan mustahil untuk dicegah. Tidak adamatkonomian pun termasuk
di negara kapitalis atau negara maju bebas daviensi pemerintahnya, yang

ada ialah perbedaan kadarnya. Di beberapa negamaripgahnya terlibat erat



32

dalam perekonomian, sementara di negara-negaradaipur tangan pemerintah

dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Dalam perekonomian moderen, Dumairy (1996, h.1s@nyebutkan

bahwa peranan pemerintah dapat dipilah dan ditetaatjadi empat kelompok,

yaitu:

1.

2.13

Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam wrlekgsikan sumber
daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisaamtan mendukung
efisiensi produksi.

Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalanendmstribusikan
sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonaraiasadil dan wajar.
Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dafaemlihara stabilitas
perekonomian dan memulihkannya jika berada dalamadadan
disequilibrium.

Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah daleanggerakkan proses
pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, béxeg) dan maju.
Distribusi Pendapatan

Menurut Dumairy (1996, h.53-54), distribusi pendapa nasional

mencerminkan merata atau timpangnya pembagian pasibangunan suatu

negara di kalangan penduduk di negara tersebudapat berbagai kriteria atau

tolak ukur untuk menilai kemerataan distribusi ébxgt, salah satu diantaranya

adalah dengan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatifigegoatan nasional di

kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumylakif. Kurva Lorenz terletak
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di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknylmimngkan persentase
kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi mig@amewakili persentase
kumulatif penduduk. Kurva Lorenz “ditempatkan” padiagonal utama bujur
sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin de&ati&kgonal (semakin lurus)
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yangakemmerata. Sebaliknya, jika
Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakingkeing), maka kurva
tersebut mencerminkan keadaan yang semakin buaitk, gistribusi pendapatan
nasional semakin timpang atau tidak merata. Padabga 2.3, titik A
mencerminkan 40% penduduk berpendapatan terendaghaslkan atau hanya
memiliki 10% pendapatan nasional.

Gambar 2.3
KurvalLorenz

100

Persentase Pendapatan Nasional

40 100

Persentase Jumlah Pendu

Sumber : Dumairy (1996, h.54)
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2.1.4 Pendidikan Sebagai Barang Publik

Menurut Hyman (2005, h.150-152), pendidikan memkerakteristik dari
barang publik, tetapi di waktu yang sama juga mi&irkrakteristik dari barang
swasta. Pendidikan sering kali dipercaya dapat efmdykan dampak keuntungan
eksternal yang luas apabila diberikan pada sekeldkmanak-anak dalam
masyarakat. Pendidikan tidak selalu menjadi banamiglik. Pendidikan dapat
disediakan melalui pasar seperti barang swastayainPendidikan juga dapat
disediakan oleh pemerintah secara gratis. Karamgpéimerintah harus dapat
memutuskan dengan tepat mengenai bagaimana mekgedipendidikan
tersebut.

Di kebanyakan negara di dunia, pendidikan dasar gdandidikan
menengah sebagian besar disediakan oleh negamgaeontohnya di Amerika
Serikat dan di berbagai negara lainnya diperkiraB@npersen dari anak-anak
mengikuti sekolah dasar dan sekolah menengah pdishilana seluruh biayanya
ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk pédtidiyang lebih tinggi,
mahasiswa tetap membayar sejumlah uang kuliah aeb&ya dari pendidikan
mereka dan penyediaan alat-alat penunjang pendidyieamg terus meningkat
sampai saat ini. Hal ini dikarenakan perguruandingublik harus mengelola
sendiri keuangan mereka. Oleh karena itu, seki@ampdrsen dari mahasiswa
perguruan tinggi memasuki perguruan tinggi swasta.

Sangat dimungkinkan untuk memberikan harga padaigié&an. Dan
karena biaya margin dari pendidikan tidaklah nahkenmemberikan pendidikan

secara gratis tidaklah pilihan yang efisien. Walaugegitu, telah disepakati
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bahwa pendidikan sangat penting karena dapat mahkah eksternalitas positif
dan harus disubsidi oleh pemerintah yang dialokasildari pajak. Pada
pendidikan dasar dan pendidikan menengah, subsidepntah diberikan secara
penuh dan biaya orang tua murid yang menyekolal#keknya pada sekolah
publik adalah nol. Di Amerika Serikat, penyediaa@ama pendidikan diambil dari
gabungan pajak daerah dan pajak negara yang hamlpiruhnya (sekitar 90
persen) datang dari pajak negara dan dibantu dpk plaerah. Pemerintah pusat,
melalui subsidi dan sumbangan juga banyak membaetmbiayai pendidikan
yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi sepertistitut dan universitas.
Pendidikan pada tigkat dasar dan menengah adalatidden wajib yang
seharusya disediakan dan dibiayai oleh pemerintaiikumemastikan setiap
masyarakat dapat mengenyam pendidikan tersebumndarinimalisir biaya yang
dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pendidiaebut.

Hyman percaya akan adanya dampak eksteralitas Iyasgapabila kita
hidup di dalam masyarakat yang seluruhnya memiéadidikan dasar, hal ini
disebabkan karena masyarakat yang telah mengengaaidgkan dasar akan
menjadi masyarakat yang produktif. Mereka dapat basa dan menulis, mereka
juga memiliki kemampuan berhitung sehingga mereiaati megelola keuangan
mereka sendiri, dan mereka juga dipandang lebik baik dalam pekerjaan
maupun dalam lingkungan sehari-hari oleh orang Rendidikan memiliki fugsi
sosial, pendidikan memberikan para murid kemampuwatnk dapat berfungsi
dengan baik dalam masyarakat dengan mentaati pematmematuhi perintah,

dan bekerja sama dengan rekan kerja. Pendidikanmjemberikan kemampuan
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untuk dapat tepat waktu, kemampuan untuk mengi&tgh, dan kemampuan
lainnya yang menyebabkan mereka dapat lebih prddditam pekerjaanya.
Selain itu mereka juga diberika gambaran untuk dapengidentifikasi
kemampuan mereka sediri sehingga dapat menentuaamjgan apa yang cocok
untuk mereka dimasa yang akan datang. Dalam halendidikan sebagai barang
publik memberikan manfaat pada masyarakat untulkdapatkan pekerjaan yang
lebih baik dan juga meningkatkan produktivitas pkedel nasional.

Banyak orang percaya apabila pendidikan masuk dtend pasar yang
bersaing maka banyak pemikiran-pemikiran yang driliakan kekurangan
kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan sehal@gp terbuang percuma
tanpa dapat dikembangkan dan kehilangan kontrimeseka di masa yang akan
datang. Bagaimanapun juga, pendidikan memiliki aréstik dari barang
swasta.

Tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin selamak di negaranya
mendapatkan pendidikan yang setara. Banyak diapatirjadi baik jumlah
maupun kualitas dari pendidikan yang disediakarsilHang didapat oleh para
murid tergantung dari sistem pengajaran yang dbgrioleh tiap-tiap sekolah
selain itu kualitas dan kuantitas pendidikan yargpiikan juga tergantung dari
biaya sekolah tersebut. Maka dari itu, pendidikamgy dapat diperoleh oleh
seorang murid tergantung dari status sosial dariuakganya, karena
bagaimanapun juga orang tua murid yang lebih madgvusegi finansial akan
memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anakeka. Walaupun sangat

mungkin untuk menyediakan kualitas dan kuantitagjoikan yang sama dalam
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sekolah publik, namun tidak ada jaminan orang tuadnyang lebih kaya tidak
menginginkan pedidikan yang lebih tinggi untuk amaalkknya. Maka dari itu
pendidikan juga memiliki sifat dari barang swasémeka orang tua murid dapat
membeli pendidikan yang lebih tinggi dari pendidiketandar dari pasar seperti
bimbingan belajar atau guru privat.
2.1.5 Gambaran Umum Bantuan Operasional Sekolah
2.1.5.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Panduan @080, h.9)

adalah program pemerintah yang pada dasarnya adaiélk penyediaan
pendanaan biaya operasi non personalia bagi sgteadidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Menurut Peratidandiknas nomor 69 Tahun
2009, standar biaya operasi non personalia adédaldar biaya yang diperlukan
untuk membiayai kegiatan operasi non personalianselsatu tahun sebagai
bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar saerdlidikan dapat melakukan
kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjg&suai Standar Nasional
Pendidikan. Dana BOS diberikan kepada sekolah nhegaupun swasta dan
diperuntukkan untuk seluruh siswa di sekolah tingiendidikan dasar sembilan
tahun. Besar dana BOS yang diterima sekolah targgrndari banyaknya murid
dalam sekolah tersebut. Adapun jumlah satuan BO&aladsebagai berikut
(Panduan BOS, 2010, h.10):

1. SD/SDLB di Kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun.

2. SD/SDLB di Kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun.

3. SMP/SMPLB/SMPT di Kota : RP 575.000,-/siswa/tahun.
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4. SMP/SMPLB/SMPT di Kaupaten Rp 570.000,-/siswalta
*Biaya satuan ini sudah termasuk BOS Buku

Program BOS merupakan suatu kebijakan yang diaohii pemerintah
sebagai bentuk kompensasi pemerintah atas pengurasupsidi bahan bakar
minyak. Penarikan subsidi tersebut dikarenakan yadd&enaikan yang cukup
tinggi pada harga bahan bakar minyak sehingga petaler merealokasikan
sebagian dari dana tersebut ke dalam empat progesmar yang salah satunya
adalah pendidikan. Perealokasian dana tersebukdudkan untuk menjaga daya
beli masyarakat agar tidak melemah karena disebatbleén naiknya harga bahan
bakar minyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentartgr8i®endidikan
Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 2ydisebutkan juga bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terggesgya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mentunigya, sedangkan dalam
ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakaggtang jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerimtamerintah daerah, dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-un@aseput adalah pemerintah
pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan laypeadidikan bagi seluruh
peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD &MP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat.

Dalam Panduan BOS (2010, h.2) tujuan dari progr&$ Becara umum

adalah untuk meringankan beban masyarakat terhpeaiayaan pendidikan
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dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutdamsgkan secara khusus

tujuan BOS antara lain :

1.

Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pdit@din dasar dari
beban biaya operasional sekolah, baik di sekolgiemenaupun sekolah
swasta.

Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP négdradap biaya
operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekbktaraf internasional
(RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

Meringankan beban biaya operasional sekolah bayvasidi sekolah
swasta.

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2e68&ng

Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan meajagtjung jawab bersama

antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyamakatlanaan pendidikan

tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaituybigatuan pendidikan, biaya

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikata bmya pribadi peserta

didik.

1.

Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelengggreadidikan pada
tingkat satuan pendidikan yang meliputi (PanduaisBZD10, h.8-9) :

a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan saranapdasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal é&eqa t

b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalian daaya non

personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pdikddan tenaga

kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melpkda gaiji.
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Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan ptaalatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsungpdaedaya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasaruang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuranisi, dl

c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan ydibgrikan
kepada peserta didik yang orang tua atau walingak tmampu
membiayai pendidikannya.

d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang klipekepada
peserta didik yang berprestasi.

2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan peadidéddalah biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikah gplemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, u ata
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan araggt.

3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya persoraigymeliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh pesert& didiuk bisa mengikuti
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjuta
Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahumydkaprogram yang

telah, sedang dan akan dilakukan. Secara garis pesgram-program tersebut
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu programadarangka pemerataan dan
perluasan akses, program peningkatan mutu, relewdars daya saing, serta
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraablip. Meskipun tujuan utama

program BOS adalah untuk pemerataan dan perludsas,grogram BOS juga



41

merupakan program untuk peningkatan mutu, relevdasidaya saing serta untuk

tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasataBun, setiap

pengelola program pendidikan harus memperhatikdfhdiaberikut (Panduan

BOS, 2010, h.11-12) :

1.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkaskaes dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun.

Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus $mkdkarena tidak

mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan akblah.

Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakalangsungan

pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak bodela tamatan

SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.

Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/sgtarg akan lulus

dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untukngbtang di SMP/setara.
Demikian juga bila teridentifikasi anak putus selkoyang masih berminat
melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secarapai@n dan

akuntabel.

BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tuaj at@inya memberikan

sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepadaadekol

Menurut Panduan BOS (2010, h.12-13), dana BOS yhiggima oleh

sekolah diterima secara utuh, dan dikelola secaadiri oleh sekolah dengan

melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Denganildan program BOS
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sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yacayas umum bertujuan
untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kamgan (otonomi),

pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk netolg sumber daya sekolah,
dan mendorong partisipasi warga sekolah dan mdstatmtuk meningkatkan
mutu pendidikan di sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dagebih
mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hbétikiit :

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, tramspalan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkagemberdayaan
sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu daajemaen sekolah.
2.1.5.2 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkiankeaepakatan dan
keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS SekDlawan Guru, dan
Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salahssamber penerimaan dalam
RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari ratau sumber lain
yang sabh.

Dari dana BOS yang diterima oleh pihak sekolabkadi dana tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berii®danduan BOS, 2010,
h.27-30) :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerisiaam baru, yaitu
biaya pendaftaran, penggandaan formulir, admirssfpandaftaran, dan

pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang beukaibngsung dengan
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kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsuypasitia, dan uang
lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, danskliagainya yang
relevan).

. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di peragkiaan.

. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi dppstakaan.

. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, perab&tajpengayaan,
olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramukiang merah remaja
dansejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajab&an di luar jam
pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/glalam rangka
mengikuti lomba).

. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujianlatekdan laporan
hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, hokareksi ujian dan
honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buks &adpur tulis, pensil,
spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswaku inventaris,
langganan koran/majalah pendidikan, minuman daramak ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah.

. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listiiktelepon, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringarkdassekolah. Khusus
di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, danajikekolah tersebut
memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar sdkolah, maka

diperkenankan untuk membeli genset.
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8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatabaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebelehgiean sanitasi sekolah
dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dargaekependidikan
honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk megmbaonor tenaga
honorer yang membantu administrasi BOS.

10.Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKGYNG dan
KKKS/MKKS.

11.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswkinmyang menghadapi
masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jik&idlebih ekonomis,
dapat juga untuk membeli alat transportasi sederlyang akan menjadi
barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, pgrahyeberangan, dll).

12.Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantATK),
penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendakaiam rangka
penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalagka mengambil
dana BOS di Bank/PT Pos.

13.Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belagavas maksimum 1
set untuk SD dan 2 set untuk SMP.

14.Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpependanaannya dari
BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa daGat&®ebut dapat
digunakan untuk membeli alat peraga, media pendralaj mesin ketik

dan mebeler sekolah.
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Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan utatgbagi guru PNS

diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaradn kagiatan sekolah selain

kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya unamsportasi dan uang lelah

guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tetskhtus mengikuti batas

kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkaatyran tentang penetapan

batas kewajaran tersebut di daerah masing-masingademempertimbangkan

faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan fakéannya.

2.1.5.3 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Adapun larangan-larangan dalam penggunaan alakas BOS, antara

lain adalah (Panduan BOS, 2010, h.31-32) :

1.

2.

Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksuchdgkan.
Dipinjamkan kepada pihak lain.

Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritasadak dan memerlukan
biaya besar, misalnya studi banding, studi tourrygawisata) dan
sejenisnya.

Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepgen pribadi
(bukan inventaris sekolah).

Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

Membangun gedung/ruangan baru.

Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung prosetelajaran.

Menanamkan saham.
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10.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumbana pemerintah
pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secpg msalnya guru
kontrak/guru bantu.
2.1.6 Teori Pembagian Manfaat (Benefit I ncidence)

Pemerintah memberikan suatu kebijakan berupa diubdsngan tujuan
untuk meningkatkan suatu peningkatan di dalam p@gpuimasyarakatnya.
Contohnya adalah pada subsidi pendidikan dan kesehgang dapat
meningkatkan standar kehidupan dari masyarakaghets Selain itu, terdapat
banyak contoh lain dalam hubungan antara pengelysmerintah dengan hasil
yang diinginkan pemerintah. Filmer, Hammer, dancReatt (1998) dalam Demery
(2000, h.3-4) membuat sebuah kerangka pemikirag gangat membantu untuk
dapat mengakses dalam hubungan tersebut yang mehgaengeluaran
pemerintah terhadap kesehatan sebagai contohmyan¢ka pemikiran tersebut
dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Hasil yang Akan Dicapai

Total
consumpti
Health on of

Public
provision Compositi Public
of effective on of spending
health spending on health
services

outcomes effective
health
services

Sumber : Demery (2000, h.4)
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Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan adanyaaehybungan dasar.
Pertama adalah hubungan antara total belanja puatik kesehatan dengan
komposisinya. Apabila anggaran untuk kesehatanokhaikan pada layanan
publik yang memiliki dampak yang kecil atau seddatam masyarakat luas maka
hubungannya akan melemah. Kemudian pada garis pgaeburyang kedua
merupakan penjabaran anggaran kedalam pelayanayamaest yang efektif.
Apabila pengeluaran pada sektor tersebut tidakt tegearan, maka pengeluaran
tersebut dapat dikatakan sebagai indikator kuraaigniga penyediaan layanan
tersebut, walaupun penyediaan pelayanan tersehgaispotensial.

Pada hubungan yang ketiga, menunjukkan bagaimenial) penyediaan
layanan masyarakat yang efektif dipengaruhi oletartp@ publik. Apabila
penyediaan barang publik tersebut melebihi penged@dari swasta maka efek
dari total dari penyediaan layanan kesehatan akanuran. Hubungan yang
terakhir adalah antara penyediaan layanan kesebatkmpublik maupun swasta
dengan peningkatan kesehatan masyarakat padaridixediu.

Benefit Incidence Analysis adalah alat analisis yang fokus terhadap
hubungan yang pertama, yaitu kepada siapa penterm&mberikan manfaat
layanan-layanan masyarakat yang bertujuan menikghkataraf kehidupan
masyarakat miskin. Ketika menganalisis pengeluaeahadap suatu fasilitas,
maka dapat juga dihubungkan dengan hubungan yahgmke
2.2  Pendlitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digamalksebagai refrensi

adalah sebagai berikut :
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. Satya Adhi Hogantara (2011) meneliti tentang preigias Program BOS
untuk sekolah negeri di Kota Semarang. Hasil pgaelitersebut dapat
dibandingkan dengan penelitian ini yang menelibgpesivitas Program
BOS untuk sekolah swasta di Kota Semarang. Keduelifian ini
menggunakan metode analisis yang sama paefit Incidence Analysis.

. Hamid R. Davoodi (2010) yang meneliti program sdbpendidikan dan
kesehatan di 56 negara di seluruh dunia dari tdlf#® sampai dengan
tahun 2000. Keterkaitannya dengan penelitian imlad penggunaan
Benefit Incidence Analysis sebagai metode penglitia

. Janet S. Cuenca (2008) yang meneliti program sulpgddidikan di
Philipina tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yetnjkng pendidikan
elementary education, secondary education, danTechnical and Vocational
Education and Training (TVET). Pada penelitian ini juga menggunakan
Benefit Incidence Analysis sebagai metode penelitian.

. Reuben Adelou Alabi (2010) meneliti mengenai pemgein publik di
Nigeria untuk pendidikan dan kesehatan. Penelititnmenggunakan
Benefit Incidence Analysis sebagai metode penelitian. Pengeluaran publik
di Nigeria khususnya pada kesehatan dan pendidik@om dapat
dikatakan sebagai kebijakan yapigp-poor karena pengeluaran publik di
Nigeria lebih banyak untuk pembangunan infrastnuktu

. Abdul Kadir Karding (2008) meneliti mengenai pelakaan Program
BOS untuk SMP negeri di Kota Semarang. penelit@nmenggunakan

metode analisis Evaluasi Kualitatif Deskriptif. Biad penelitian ini juga



49

ditemukan bahwa penggunaan dana BOS sebesar 304 parnhbayaran

tenaga honorer, 25% untuk belanja barang dan 2884, untuk kegiatan

belajar mengajar,

15% untuk kegiatan kesiswaan dafb untuk

pemeliharan gedung. Hasil penelitian ini menunjukkahwa Pelaksanaan

program BOS di Kota Semarang pada dasarnya tetitksana dengan

baik dan sesuai dengan buku panduan BOS.

Dr Nicola Theron meneliti mengenai distribusi matfgpada sektor

kesehatan di Afrika Selatan dengan menggunakan fiBeimeidence

Analysis sebagai metode penelitiannya. Hasil pgaeliini adalah

program pengeluaran publik di Afrika Selatan dagi&atakan progresif

karena masyarakat kalangan atas membayar lebih d@sananfaat yang

mereka dapatkan dari pengeluaran publik tersebbingga memberi

manfaat lebih untuk masyarakat golongan miskin yarenbayar lebih

sedikit dibanding kan dengan golongan kaya.

Rincian penelitian terdahulu mengenai Bantuan Gypenal Sekolah dan

Benefit Incidence Analysis yang dijadikan refrensi dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pendlitian Terdahulu

No | Judul  Penelitian | Metode Hasil Penélitian
dan Nama Peneliti | Pendlitian

1 | Evaluasi BantuanBenefit Penelitian ini menggunakan dg
Operasional Incidence dari lima sekolah negeri, dimat
Sekolah di Kotg Analysis distribusi subsidi Bantua
Semarang Renefit Operasional Sekolah yar
Incidence diberikan pemerintah merupak
Analysis), Satya kebijakan yang pro-poor ata
Adhi hogantara telah memihak kepad
2011 masyarakat miskin karer
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tersebut
manfaat

masyarakat  miskin
menerima  distribusi
sebesar 28,2%.

Benefit Incidence of | Benefit Penelitian ini menggunakan data
Public  Education | Incidence 56 negara dengan tahun 1960-
and Health | Analysis 2000, secara keseluruhan
Soending pengeluaran pemerintah pada
Worldwide: sekor kesehatan dan pendidikan
Evidence from a dapat dikatakanpro-poor dan
New Database, progresif.

Hamid R. Davoodi

Erwin R. Tiongson

Sawitree

Sachjapinan

Asawanuchit, 2010

Benefit  Incidence | Benefit Pengeluaran pemerintah pada
Analysis of Public | Incidence sektor pendidikan dapat dikatakan
Soending on | Analysis progresif karena keuntungan
Education in the paling besar telah diperoleh
Philippines, Janet masyarakat yang paling miskin.

S. Cuenca, 2008

Marginal  Benefit | Benefit Secara keseluruhan, pengeluaran
Incidence Analysis | Incidence publik di Nigeria tidakpro-poor,

of Public Spending | Analysis pengeluaran publik lebih kepada
in Nigeria, Reuben infrastruktur

Adelou Alabi, 2010

Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan program BOS |di
Pelaksanaan Kualitatif Kota Semarang pada dasarnya
Program  BantuanDeskriptif telah terlaksana dengan baik dan
Operasional sesuai dengan buku panduan
Sekolah (BOS BOS, tetapi masih belum dapat
Sekolah Menengah menjangkau seluruh siswa miskin
Pertama Negeri di karena baru terlayani sekitar 20%
Kota Semarang, - 25%.

Abdul Kadir

Karding, 2008

Financing and | Benefit Program pengeluaran  publik
Benefit  Incidence | Incidence afrika selatan untuk bidang
Analysis in the| Analysis kesehatan sudah bisa dikatan
South African progreseif karena masyarakat
Health Sysitem: An kalangan atas membayar lebih
Alternative  View besar dari manfaat yang mereka

Finding Sgnificant
Cross Subsisation
in the Health

Sysitem from Rich

dapatkan dari pengeluaran publik
tersebut  sehingga  memberi
manfaat lebih untuk masyarakat
golongan miskin karen
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to Poor, Dr Nicola membayar lebih sedikit dibanding
Theron, Johann van kan dengan golongan kaya.
Eeden, Barry

Childs

Sumber : Berbagai Penelitian
2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia adalah faktor terpenting datmriumbuhan
perekonomian suatu negara. Sumber daya manusitakhiafaktor terpenting
karena merupakan modal dasar untuk dapat mengahtédrfaktor lainnya. Maka
dari itu diperlukan intervensi pemerintah untuk atapmengembangkan sumber
daya manusia demi mempercepat laju roda perekonomia

Pengeluaran pemerintah pada sektor publik merumpiemtuk campur
tangan pemerintah yang paling nyata dalam menikgkakualitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Salah salakasi pengeluaran
pemerintah yang sangat penting adalah pada perbaikdu pendidikan, karena
pendidikan merupakan kunci utama bagi masyarakakimiuntuk dapat lepas
dari garis kemiskinan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupké&hijakan yang
memberikan pengaruh signifikan dalam upaya pentagkamutu dan juga
pemerataan pendidikan di Indonesia. Hal tersebkareinakan program BOS
merupakan program utama dalam menuntaskan wajdjabeéd tahun.Maka dari
itu, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besark dapat membantu
masyarakat dalam mengenyam pendidikan dasar 9 talsgbut, khususnya pada

masyarakat miskin.
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Sebuah kebijakan harus memperhatikan target sedgresivitas dari
kebijakan itu sendiri, sehingga diperlukan ideké&§i terhadap masyarakat yang
akan menerima bantuan agar subsidi yang diberiqaat sasaran. Analisis dalam
penelitian ini manggunakan modgénefit Incidence Analysis (BIA) untuk dapat
menganalisis dampak atau manfaat yang diberikah kébijakan pemerintah
terhadap kesejahteraan masyarakat. DabBamefit Incidence Analysis, analisis
dilakukan dengan menggabungkan data dari biaya eoagn dana bantuan
tersebutdan data dari penggunaan subsidi pemerimtigh masyarakat.
Masyarakat-masyarakat tersebut juga digolongkand&@am grup-grup yang
didasarkan dengan pendapatan atau pengeluaran ameoeituk dapat
mengidentifikasi penerima dari subsidi tersebut. laBa penelitian ini
penggolongan masyarakat tersebut, digolongkan miielifjaa grup yang disebut
Quintile (kuintil).

Hasil yang diperoleh kemudian di interpretasikaaoh kurva Lorenz.
Suatu kebijakan dikatakan kebijakan yang proggsdbila kurva yang dihasilkan
dari Benefit Incidence Analysis melengkung di atas kurva Lorenz dari pendapatan
atau pengeluaran namun masih di bawah garis dibgbrderajat. Garis diagonal
tersebut mencerminkan kesetaraan yang sempurnan daenbagian manfaat
subsidi bagi masyarakat dan disebut juga gaanfect equality. Program Bantuan
Operasional Sekolah tersebut dapat juga dikataijakeln yangpro-poor apabila
persentase penerima manfaat dari BOS lebih bedak unasyarakat kurang
mampu dari pada masyarakat yang mampu yang ditkasjuldengan kurva

konsentrasi yang berada di atas gpadect equality. Apabila kurva konsentrasi
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berada di bawah garis perfect equality dan di bakuaba Lorenz maka kebijakan
tersebut dapat dikatakan regresif.

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran

Pengeluaran
pemerintah atas
pendidikan

Program Bantuan
Operasional Sekolal
(BOS)

\ 4
Benefit Incidence
Analysis

PN

Progresif Regresif
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METODE PENELITIAN

3.1 Variabe Pendlitian dan Definisi Operasional
3.1.1 Variabel Pendlitian
Penelitian ini menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang
didukung dengan statistik sederhana. Penelitian dengan metode ini menggunakan
pendekatan kuantitatif untuk melihat dengan lebih jelas masalah yang terjadi
seputar penggunaan dan pengalokasian dana subsidi dari pemerintah pada sektor
pendidikan, khususnya pada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada
sekolah swasta. Penelitian ini juga menganalisis manfaat yang diberikan oleh
program BOS kepada orang tua murid sebagal penerima dana bantuan tersebut.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama untuk melihat pembagian manfaat
dalam subsidi pemerintah pada sektor pendidikan. Variabel-variabel tersebut
antara lain pengeluaran pemerintah atas pendidikan, pengeluaran rumah tangga
atas pendidikan, dan pendapatan rumah tangga.
3.1.2 Definisi Operasional
1. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan merupakan besarnya pengeluaran
yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan.
Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan didekati dengan jumlah
pengeluaran untuk dana subsidi BOS yang digunakan oleh Sekolah
Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Semarang untuk tahun 2010.

Variabel tersebut dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).

54
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2. Pendapatan rumah tangga merupakan variabel yang digambarkan dengan
total pendapatan rata-rata tiap orang tua siswa penerima BOS yang
menjadi responden untuk setiap bulannya. Variabel tersebut dihitung
dalam satuan Rupiah (Rp)
3. Pengeluaran rumah tangga atas pendidikan didekati dengan jumlah
pengeluaran orang tua siswa yang menjadi responden untuk setiap
bulannya setelah adanya bantuan dana dari program BOS. Variabel
tersebut dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).
3.2 Populas dan Sampel
3.21 Populas

Supranto (2000, h.21) mengartikan populasi adalah kumpulan yang
lengkap dari elemen-elemen yang sgenis akan tetapi dapat dibedakan karena
karakteristiknya. Populasi menurut Anto Dajan (1989, h.110) adalah keseluruhan
unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang sama, sedangkan
pengertian menurut Sutrisno Hadi (1994, h.70) populasi disebut juga universe,
atau keseluruhan penduduk atau individu yang diselidiki.

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua/wali murid dari siswa kelas
VI, VIII, dan IX pada sekolah menengah pertama swasta yang berada di Kota
Semarang. Jumlah populasi penerima BOS pada tahun 2010 untuk sekolah
menengah pertama swasta adalah 30.708 siswa.

diambil dari tiap-tiap sekolah yang dapat mewakili sekolah-sekolah di
wilayah di mana sekolah tersebut berada. Sekolah-sekolah tersebut juga dipilih

berdasarkan dua kondisi yang berbeda yaitu terdiri dari dua SMP swasta yang
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berletak di pusat Kota Semarang dan dua SMP swasta yang terletak di pinggiran
Kota Semarang. SMP yang terletak di pusat Kota Semarang yaitu SMP Kesatrian
1 (Kec. Semarang Tengah) dan SMP Kesatrian 2 (Kec. Semarang Barat).
Kemudian SMP yang terletak di pinggiran Kota Semarang yaitu SMP Empu
Tantular (Kec. Pedurungan) dan SMP PGRI 1 (Kec. Gayamsari).

3.2.2 Sampd

Pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sedangkan
sampling adalah cara pengumpulan data dimana yang diselidiki adalah elemen-
elemen sampel dari suatu populasi (Supranto 2000, h.22).

Dalam penélitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
multiple stage sampling dengan cara proportional probability (Nazir 1988, h.332).
Pada teknik ini, populasi dikelompokan menjadi kelompok populasi atau
subpopulasi, kemudian sampel ditarik dari subpopulasi tersebut, tetapi tidak
semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari
anggota subpopulasi menjadi anggota sampel. Cara penarikan sampel pada
subpopulasi  dilakukan secara proporsional (proportional sampling). Jumlah

sampel yang akan diteliti dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu:

7, (3.1)
Keterangan
n : ukuran sampel
N : ukuran populasi
e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan. Penelitian ini

menggunakan 10% sebagi nilai kritis.
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Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, jumlah siswa
penerima BOS pada tahun 2010 adalah 30.708 siswa, sedangkan subpopulasi
dalam penelitian ini adalah siswa yang bersekolah di SMP Kesatrian 1, SMP
Kesatrian 2, SMP Empu Tantular, dan SMP PGRI 1 di tahun yang sama yang
berjumlah 2.967 siswa. Penentuan jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin
dengan estimasi eror sebesar 10%, sehingga dapat diketahui jumlah sampel adalah
sebagai berikut :

~ 2.967
" 112967 (10%)2

n = 96,74~ 97

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang
dapat diambil adalah 97 siswa. Kemudian pengambilan sampel didistribusikan ke
empat sekolah yaitu SMP Kesatrian 1, SMP Kesatrian 2, SMP Empu Tantular,
dan SMP PGRI 1 dengan menggunakan teknik proportional sampling.
Proportional sampling adalah teknik sampling yang memperhatikan proporsi atau
perbandingan. Perhitungan jumlah sampel menggunakan metode aokasi

proporsional adalah sebagai berikut :

n; = % o (RO RTUPRUPPTUPPTR (3.2
Dimana

n; : besarnya sampel untuk stratum i

n : besarnyatotal sampel yang diambil

N; : besarnya subpopulasi dari stratum i

N : besarnyatotal populasi
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Dengan menggunakan teknik proportional sampling, akan diketahui
proporsi dari sampel yang didistribusikan dalam empat sekolah yang dipilih, ha
ini dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili subpopulas di SMP
Kesatrian 1, SMP Kesatrian 2, SMP Empu Tantular, dan SMP PGRI 1. Proporsi
sampel yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Siswa SMP Kesatrian 1, SMP Kesatrian 2, SMP Empu Tantular, dan
SMP PGRI 1 dan Proporsi Sampel per Sekolah

Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Sampel %

SMP Kesatrian 1 768 25 25,8
SMP Kesatrian 2 819 27 27,8
SMP PGRI 1 883 29 29,9
SMP Empu Tantular 497 16 16,5
Jumlah 2967 97 100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang 2010, diolah
Dari tabel 3.1 dapat dilihat proporsi sampel tiap-tiap sekolah. Kemudian

para responden tersebut diberikan kuesioner untuk mendapatkan informasi terkait
pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Selain menggunakan
kuesioner, pengumpulan informasi juga melalui wawancara mendalam kepada
kepala sekolah selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah. Dalam metode Benefit Incidence Analysis, responden-responden tersebut
dikelompokan ke dalam grup-grup yang digolongkan berdasar kan pendapatan
yang diperoleh, grup-grup tersebut antaralain :

1) Lowest Income/poor (di bawah Rp 1.000.000,00)

2) Low-Middle Income (Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 1.999.999,00)

3) Middle Income (Rp 2.000.000,00 s.d. Rp 2.999.999,00)

4) Upper-Middle Income (Rp 3.000.000,00 s.d. Rp 3.999.999,00)

5) Highest Income/Rich (di atas Rp 4.000.000,00)
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Penetapan Rp 1.000.000,00 sebagai batas masyarakat dengan pendapatan
terendah karena diasumsikan jumlah tersebut adalah jumlah minimum untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat yang sudah berkeluarga dan kebutuhan
pendidikan anak setingkat SMP. Jumlah tersebut juga disesuaikan dari
pembulatan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Semarang pada tahun 2011
yaitu sebesar Rp 961.323,00. Disamping itu, penggunaan batas garis kemiskinan
yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak dapat digunakan,
karena jumlah yang ditetapkan oleh BPS terlalu kecil sehingga dimungkinkan
tidak ditemukannya masyarakat yang tergolong masyarakat berpendapatan
rendah/miskin.

3.3  Jenisdan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data
yang diperoleh secara langsung yang juga didukung oleh data sekunder yaitu data
yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri
dari data-data yang terkait dengan program Bantuan Operasional Sekolah dari
Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan juga laporan keuangan sekolah mengenai
penggunaan dana BOS. Data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah data
jumlah penerimaan dana BOS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota
Semarang tahun 2010. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data
penggunaan dana BOS oleh sekolah-sekolah yang menjadi sampel untuk tahun
yang sama.

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama karena yang

diteliti dalam penelitian ini adalah dampak langsung dari program BOS, sehingga
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dibutuhkan gambaran secara nyata dari penerima dana program BOS tersebut.
Data primer diperoleh dari angket (kuesioner) yang diisi oleh responden, yaitu
orang tua/wali siswa sekolah menengah pertama swasta di Kota Semarang yang
menerima alokasi dana BOS yang terpilih sebagai sampel. Kuesioner tersebut
dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi keuangan dari responden dan juga
peran serta mereka sebagal masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS
oleh pihak sekolah. Penelitian ini juga menggunakan data dari wawancara dengan
kepala sekolah selaku pimpinan sekolah, yang mengetahui dengan jelas
bagaimana dan untuk apa sgja penggunaan dana BOS di sekolah yang menjadi
sampel tersebut.
34  Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan
juga kuesioner serta wawancara. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan
data melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan
dengan penelitian ini. Kemudian pengumpulan data dengan kuesioner diberikan
kepada orang tua atau wali murid yang mendapatkan dana Bantuan Operasiona
Sekolah pada SMP swasta yang terpilih sebagai sampel. Sedangkan wawancara
dilakukan kepada Kepala Sekolah untuk memperoleh keterangan secara rinci
kondisi nyata penggunaan dana subsidi program Bantuan Operasional Sekolah
tersebut.
35 MetodeAnalisis

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Benefit

Incidence Analysis (BIA). Benefit Incidence Analysis adalah aat analisis yang
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digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam hal subsidi untuk
barang publik dan menilai dampak atau manfaat yang diberikan terhadap
kesgjahteraan masyarakat. Dalam BIA, analisis terhadap distribusi dari subsidi
pemerintah tersebut dilakukan dalam grup-grup yang berbeda dalam masyarakat,
dalam hal ini adalah perbedaan dalam total pendapatan rumah tangga.

Benefit Incidence Analysis fokus dalam menganalisis apakah kebijakan
pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang
progresif, yaitu program yang mendukung distribusi kesegjahteraan masyarakat.
Maka dari itu BIA menggabungkan data dari penggunaan subsidi pemerintah oleh
masyarakat dan juga data dari biaya penyediaan dana bantuan tersebut untuk
menilai distribusi manfaat dari subsidi pemerintah untuk semua grup-grup yang
digolongkan beredasarkan pendapatan tersebut.

Benefit Incidence Analysis pada dasarnyaterdiri dari tigalangkah (Demery
2000, h.6-9), antaralain adalah :

1) Menghitung jumlah dari subsidi yang disediakan oleh pemerintah yang
berasa dari data resmi pemerintah dan bukan merupakan rancangan
pengeluaran tetapi realisasi dari pengeluaran pemerintah terseb.

2) Mengidentifikasi penerima subsidi dari pemerintah. Meskipun data untuk
penerima subsidi dapat diambil dari dinas terkait, tetapi untuk melihat
bagaimana subsidi didistribusikan kepada golongan masyarakat yang
majemuk (khususnya dalam pendapatan atau pengeluaran) maka harus

didukung dengan survey terhadap sampel yang telah ditentukan.
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3) Menggolongkan dan mengurutkan masyarakat berdasarkan pendapatan
atau pengeluarannya kedalam grup-grup (Quintiles atau Deciles) .
Penggolongan pendapatan atau pengeluaran ini sangat penting dalam
Benefit Incidence Analysis karena menjadi indikator kesegahteraan
masyarakat yang akan menentukan apakah subsidi pemerintah tersebut
diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, yaitu masyarakat
yang paling miskin.

Rumus yang digunakan dalam penghitungan Benefit Incidence

Analysisadalah sebagai berikut (Demery 2000, h.5) :

X; =Y, zleE;—f;f‘ (S—Sk) S8 YA Y S (3.3)
Keterangan :
Xi = Nilal total subsidi pendidikan yang dihubungkan dengan
kelompok (j).
Eik = Mewakili sgjumlah sekolah yang terdaftar pada kelompok (| )

pada tingkatan pendidikan (i ).
Ei = Total jumlah terdaftar (diantara semua kelompok) pada

tingkatan pendidikan tersebut.
S = pengeluaran bersih pemerintah untuk tingkatan pendidikan atau

level pendidikan (i ).

Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam kurva Lorenz dan

kurva konsentrasi pada gambar 3.1 (dengan Deciles) dimana jumlah pengeluaran
yang masih harus dilakukan oleh masyarakat setelah adanya alokasi dana Bantuan

Operasiona Sekolah dan Bantuan Khusus Murid Miskin dicerminkan pada sumbu
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horisontal sedangkan sumbu vertikal mencerminkan jumlah total populasi yang

diwakili oleh sampel yang diambil.

Gambar 3.1
Kurva L orenz dan Kurva Konsentrasi
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Sumber : Cuenca (2008, h.5)

Progresivitas suatu belanja publik dapat ditunjukkan dengan kurva lorenz,
yaitu dengan membandingkan kurva konsentrasi manfaat dengan garis diagonal
45 dergjat. Garis diagonal 45 dergjat mencerminkan kesetaraan yang sempurna
dalam pembagian manfaat subsidi bagi masyarakat. Apabila kurva konsentrasi
manfaat terletak di atas garis diagonal 45 dergjat maka 10 persen penduduk
termiskin dalam populasi menerima lebih dari 10 persen manfaat subsidi sehingga
distribusi manfaat dikatakan bersifat progresif secara absolut. Sebaliknya, apabila

kurva konsentrasi manfaat terletak dibawah garis diagonal, maka 10 persen
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penduduk termiskin dari populasi mendapat kurang dari 10 persen dari manfaat
subsidi sehingga dapat dikatan regresif secara absol ut.

Di sisi lain, kurva konsentrasi manfaat yang terletak di atas kurva Lorenz
dari pendapatan menandakan subsidi yang diberikan pemerintah relatif progresif
terhadap pendapatan. Kurva tersebut menandakan 10 persen penduduk termiskin
dari populas mendapatkan distribuss manfaat lebih besar dari pendapatan.
Sebaliknya, jika kurva konsentras manfaat berada dibawah kurva Lorenz dari
pendapatan maka subsidi pemerintah bersifat regresif dari pendapatan (Cuenca

2008, h.5).





